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LEGISLASI

RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan
Undang-Undang tentang Pe-
nyadapan dimasukkan dalam
Program Legislasi Nasional Pri-
aritas 2026. DPR menilad, RUU
ini penting untuk mengatur se-
cara komprehensif, tegas, dan
akuntabel penyadapan dalam
penegakan hukum dan perlin-
dungan hak privasi warga ne-
gara,

Pemerintah dan DPR sepakat
mengubzh Prolegnas Prioritas
2026 dalam Rapal Kerja Badan
Legislasi (Baleg) DPR dengan
Wakdl Menteri Hukum Edward
08 Hiarie] dan perwakilan De-
wany Perwakilan Daerah (DPD)
(i Gedung Parlemen, Jakarta,
Kamis (27/11/2025).

Schin  RUU - Penvadapan,
RUL' Pengelolaan Air Minum
dan Sanitasi juga dimasukkan
dalam Prolugnas Prioritas 2026,
Keduanya merupakan usulan
(lari Baleg DPR,

Selain itu,lima RUU disetujui
unfuk dikeluarkan dari Proleg-
nas Prioritas 2026 Empat RUU
diantaranya merupakan usulan
Baleg DPR, vakni RUU Hukum
Acara Pidana, RUU Kejaksaan,

RUU Surat Berharga (Patriot
Band), dan RUU Daya Anagata
Nusantara,

Satw RUU Tainnva vang di-
usulkan pemerintah yakni RUU
Badan Usaha Milik  Negara
(BUMN), dikeluarkan karena
sudah disahkan pada 2 Okioher
2025,

Ketua Baleg DPR Bob Hasan
mengalakan, penambzhan dan
pengurangan RUU dalam Pro-
legngs Prioritas 2026 memper-
timbangkan kebutuhan hukum
nasional. Selain ity guna me-
mastikan target kerja legislasi
lebih realistis dan dapat terca-
pal maksimal pada 2026,

Empat RUU vang dikeluar-
kan dar Prolegnas Prioritas
2026 aban dikembalikan ke
Prolegnas Jangka - Menengah
20252029, Adapun RUU Pe-
nyadapan sertat RUU Pengelo-
laan Air Minum dan Sanifasi
akan dibahas di Baleg DPR.
Beban legislasi

Sebelum perubahan Proleg-
nas 2026 disepakati, anggota
Baleg DPR dari Fraksi Partai
Golkar Ahmad Irawan meng-

ingatkan hehan kerja Raleg DPR
ke depan. Dari 12 RUU vang
menjadi tugas Baleg pada 2025,
baru dua RUL yang bisa dise-
lesaikan, yakni RUU Statistk
(lan RUU Perlindungan Pekerja
Migran [ndonesia (2M1).
“Termasuk juga beban legis-
lasi kita-kaitannya dengan ku-
mulatif terbuka, ada beberapa,
termasuk respons kita atas ke-
butuhan masyarakat. Jadi, saya
membayangkan beban kerja
Baley sangat. berat-di- 2026,
ujarnya
la pun meminta pimpinan
Baleg DPR agar menyusun dan
memperketat kriteria atau daf-
tar RUU vang memang jadi pri-
orifas, Jika tak sangpup, seha-
rusnya RUU itu dikelwarken da-
i Prolegnas Prioritas 2026,
Anggota Baleg DPR dar
Fraksi Partai Demokrasi Indo-
nesia Perjuangan (PDI-P), Dar-
madi Durianto, mengkhawatir-
Kan tambahan RULU ustlan Ba-
leg DPR tersebut akan menu-
runkan produktivitas legislas,
Wakil Ketua Baleg DPR Mar-
fin Manurung meminta tenaga
alli Baleg DPR agar menyisir

Tagi RUL dalam Prolegnas Pri-
oritas 2026 yang paling men-
desak dibahas dan menjadi fo-
kus pemerintah, Hal tersebut
Juga perlu dikonsultasikan ke
pemerintah,

Edward sepakat dengan per-
ubahan  Prolegnas  Prioritas
2026, 1a-hanya menegaskan
hahwa sejumlah RUU di Proleg-
nas Prioritas 2026 mempakan
Tuneuran. Prolegnas. Prioritas
2025, seperti RUU Hukum Aca-
i Perdata, RUU Narkotika, dan
RUL Kewarganegaraan,

"Jadi, kalau ditamya yang pri-
oritas, terkait RUL' Penyesuaian
Pidana. Semenlara yang lain
acfalah luncuran, Dan sekarang,
RUU Penyesuaian Pidana se-
dang dibahzs (i Komisi 111
DPR). [ni diagendakan (akan
disalikan) dalam rapat paripur-
na, paling lambat 9 Desember,
harus sudah diketok Sebab, ini
adalah pelenghap untuk me-
laksanakan KUHP nasional pa-
da 2 Januari 2026," katanya

Selain itu, Edward mengung-
kapkan, RUU lain yang menjadi
sangat prioritas unfuk dibahas
i 2026 adalah RUU Advokat,

Sckretaris Jenderal Kemen-
terian Hukum Nieo Afinta me-
nyampaikan, dari hasil moni-
foring dan evaluasi- terhadap
RUU prakarsa pemerintah di
Prolegnas Prioritas 2025, dug
RUU di antaranya sudah di-
sahkan DPR dan pemerintaby,
yakni RUU BUMN dan RUU
Pengelolaan Ruang Udara

Tiga RUU dalam proses pem-
hahasan tingkat satu, yaitu RUU
Hukum Acara Perdata, RUU
Narkotika dan Psikotropika,
dan RUU Penyesuaian Pidana
Sementara dua RUU menunggu
jadwal pembahasan di DPR,
vakni RUU Desain Industri dan
RUU Hukum Perdata Interna-
slonal

Empat RUU, yakni RUU Ke-
tahanan dan Keamanan Sher,
RUU Pelaksanaan Pidana Mati,
RUU Jaminan Benda Berverak,
dan RUU - Ketenaganuklivan,
dalam proses permohonan su-
ral presiden, Dua RUU masih
herproses di infernal pemerin-
tah, yaitu RUU Pemindahan
Narapidana Antarnegar dan
RUU tentang Pengadaan Ba-
rang dan Jasa Publik. (BOW)
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